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Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak
yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan
akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang
dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini
yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di
bawah tangan yang dipal sukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar
syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta
perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan
legalisasi untuk mencegah pemal suan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat
dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adal ah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam
pemal suan akta kuasa menjual tersebut.

...... The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based
on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale
and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the
role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme
Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. Thisresearch is anormative juridical
research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity
of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of
authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective
terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the
Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and
purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent
falsification of the signatures of the partiesin the deed and the responsibility that can be imposed on the
notary in criminal and civil termsis non existent because Notary MN was not involved in the falsification of
the deed of authorization to sell.
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